WALIKOTA SERANG
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA SERANG

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahiin 1999 teéntang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi' dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kéuangan Negara (Lémbaran Negara Repuiblik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang .....c.cccoveveninnnnes



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Peréncanaann — Péimbangiinan — Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimatia telah dilibah beberapa kali terakhit
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nosior 98, Tatribahan Lenibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan .....ccccouuen.
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20035 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593j;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lémbaran Neégara Republik Indohésia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Peldayandan Minimal (Lefibaran Negata Reépublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19, Peraturam ...c.cccveevvieriiininnnnss
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Perfierititah, Laporaii Keéterangati
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerititahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

26. Peraturan .....cccceveveevieennnnnne.
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daeérah (Lémbaran Négara Reépiiblik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dderal  sebagaimana telali diubdh beberdpda kall
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentatig Pedomati Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara
Republik Indohesia Tdahun 2011 Nomior 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Noiiior 3, Tambaliaii Lenibatan Daderali Kota
Serang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2008 Nomor 9); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2011 Nomer 14);

33. Peraturamn .....ococeveevieivcnnnnnn.
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Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 33);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 39);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota
Serang (Leriibarafi Daerahh Kota Sefatig Tahufi 2011
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retibusi Daerah Kota Serang (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Serafig Tahuifi Anggarani 2012 (Lemibatan
Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang
Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran
2012(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012
Nomor 7).

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang
(Berita Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 55);

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran
2012 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor
25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012



Pasal 1

(1) PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 58.667.905.964,00
b. Dana Perimbangan Rp. 538.328.650.296,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 173.747.770.116,00

Jumlah Pendapatan Rp. 770.744.326.376,00

(2) BELANJA DAERAH
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 369.714.380.767,00
2. Belanja Bunga Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 9.214.249.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.135.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 9.108.435.543,00
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 236.032.170,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 389.408.097.480,00
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 46.508.436.728,00
2. Belanja Barang Rp.147.903.639.976,00
3. Belanja Modal Rp.171.012.237.247,00
Jumlah Belanja Langsung Rp.365.424.313.951,00
Jumlah Bélanja Rp. 754.832.411.431,00
Surplus/(Defisit) Rp. 15.911.914.945,00
(3) PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Rp. 45.307.638.200,00
b. Pengeluaran Rp. 1.077.384.090,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 44.230.254.110,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Rp. 60.142.169.055,00
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Serang ini

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 4
Penjabaran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Serang ini

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Serang ini.
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Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 77 Agustus 2013

WALIKOTA SERANG
—,

/’@/,@%;

Th. RUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

7

LR

L

M. MAHFUD

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR 24



